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I. UMUM

Dasar Pemikiran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
melalui Pasal 49 ayat (6) mengamanatkan Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya,
Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar bagi
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Seiring dengan = perkembangannya, pengelolaan  Barang  Milik
Negara/Daerah menjadi semakin kompleks, sehingga perlu dikelola secara
optimal, efektif, dan efisien. Sementara itu, pengaturan mengenai
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah belum sepenuhnya mengakomodir beberapa
kebutuhan pengaturan dalam pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan terhadap Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah merupakan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah tersebut.
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Beberapa materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengenai:

a.

Penggunaan

Penyempurnaan pengaturan pada Bab V mengenai Penggunaan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, berupa penambahan

pengaturan mengenai “Pengelola Barang” sebagai subjek yang

dapat melaksanakan Penggunaan Sementara Barang Milik

Negara/Daerah.

Pemanfaatan

Dalam rangka mendukung program percepatan pembangunan

infrastruktur Indonesia, peran Barang Milik Negara dioptimalkan

melalui penambahan bentuk baru Pemanfaatan Barang Milik

Negara yaitu Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan

Infrastruktur.

Selain itu, dalam rangka mendukung program pembangunan

nasional yang berkelanjutan melalui optimalisasi Barang Milik

Negara/Daerah dalam menunjang Penerimaan Negara, terdapat

perubahan pengaturan pada Bab Pemanfaatan, antara lain

penambahan pengaturan mengenai:

1. jenis sewa yang penyetorannya dapat dilakukan secara
bertahap yaitu untuk Barang Milik Negara/Daerah dengan
karakteristik/sifat khusus;
jangka waktu Pinjam Pakai dapat dilakukan perpanjangan;
penambahan pihak yang dapat ditunjuk langsung sebagai
Mitra Kerja Sama Pemanfaatan, yaitu anak perusahaan
badan usaha milik negara yang diperlakukan sama dengan
badan usaha milik negara sesuai ketentuan peraturan
pemerintah yang mengatur mengenai tata cara penyertaan
dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik
negara dan perseroan terbatas; dan

4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna Barang Milik
Negara yang dapat dilakukan oleh Pengguna Barang setelah

memperoleh persetujuan Pengelola Barang.
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Pemindahtanganan

Untuk mengakomodir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, terdapat penambahan “desa” sebagai pihak yang

dapat melakukan proses Tukar Menukar dan Hibah untuk

Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam rangka simplifikasi proses terhadap Pemindahtanganan

Barang Milik Negara dalam bentuk Penyertaan Modal

Pemerintah Pusat yang dari awal pengadaannya direncanakan

untuk menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, yaitu:

1. perencanaan pengadaan Barang Milik Negara dibahas
bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha
milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki
negara calon penerima Penyertaan Modal Pemerintah Pusat;

tidak dilakukan Penetapan Status Penggunaan; dan
usulan penetapan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah
Pusat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak akhir
tahun anggaran pengadaan Barang Milik Negara.

Terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Negara dalam bentuk

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang dari awal

pengadaannya direncanakan untuk menjadi Penyertaan Modal

Pemerintah Pusat tersebut di atas, penetapan nilai Barang Milik

Negara yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat

menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh

aparat pengawasan intern pemerintah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4
Cukup jelas.
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Angka 3
Pasal 6
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara selain
tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu”
antara lain Barang Milik Negara yang tidak mempunyai
bukti kepemilikan atau dengan nilai tertentu.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Barang Milik Daerah selain
tanah dan/atau bangunan dengan kondisi tertentu”
antara lain Barang Milik Daerah yang tidak
mempunyai bukti kepemilikan atau dengan nilai
tertentu.
Angka 5
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (1a)
Keputusan Pengelola Barang paling sedikit memuat
mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengelola
Barang dan Pengguna Barang sementara.
Ayat (1b)
Persetujuan Pengelola Barang paling sedikit memuat
mengenai wewenang dan tanggung jawab Pengguna
Barang dan Pengguna Barang sementara.
Ayat (2)

Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota paling sedikit
memuat mengenai wewenang dan tanggung jawab

Pengguna Barang dan Pengguna Barang sementara.
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-5-
Angka 6
Pasal 27
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kerja sama
infrastruktur” adalah penyediaan infrastruktur
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “ditentukan lain dalam
Undang-Undang” seperti jangka waktu Sewa
rumah susun.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “formula tarif Sewa” adalah
perhitungan nilai Sewa dengan cara mengalikan suatu
indeks tertentu dengan nilai Barang  Milik
Negara/Daerah.
Yang dimaksud dengan “besaran Sewa” adalah besaran
nilai nominal Sewa Barang Milik Negara/Daerah yang
ditentukan.
Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mempertimbangkan nilai
keekonomian” antara lain dengan mempertimbangkan
daya beli/kemampuan membayar (ability to pay)
masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness

to pay) masyarakat.
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